PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon 0536-3239379 Pos-el : biroadbang@kalteng.go.id

BERITA ACARA PENYUSUNAN PERUBAHAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 924 / 223 JADBANG/ 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Duapuluh Enam bulan Nopember tahun Duaribu Duapuluh
Empat bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro telah dilaksanakan Rapat Penyusunan
Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah pada pasal 71, 75, dan pasal 77 dalam /@aturan Gubernur

Nomor 37 Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut : \Q;\
- Semula - \f;i%}lenjadl
(1) \,33. (2)
Pasal 71 Q} Q Pasal 71
(1) Bagian  Pengendalian  Administrasi ,.(Q?}Bagian Pengendalian  Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Y20 Pelaksanaan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pengoordinas penyiapan bahan  pengoordinasian
perumusan kebijakan rah, perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksana ugas pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pem an dan Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan k an daerah evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengendalidgn administrasi di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah

bersumber pad garan Pendapatan
dan Belanj &erah dan Anggaran
Pendapatag} n Belanja Negara.

N\
(2) Dalam@ melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Pengendalian  Administrasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di
bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah
bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

bersumber pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan—Anggaran

Pendapatan-dan-Belanfa Negara.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian  Pengendalian  Administrasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di
bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah
bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

dan—Anggaran-Pendapatan  dan

Belanja-Negara;
1

Halaman 1 dari 6



Semula Menjadi
(1) (2) ;
b. penyiapan bahan pengoordinasian b. penyiapan bahan pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat pelaksanaan tugas  Perangkat
Daerah di bidang pengendalian Daerah di bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan administrasi pelaksanaan

pembangunan daerah bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

pembangunan daerah bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan—Anggaran

4
<
. Ko?g}
Q

c. penyiapan bahan pemantauan dan c. penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan evaluasi pelaksanaan Kkebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak kebijakan, damﬁak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang diinginkan, ﬁ) faktor  yang
memengaruhi pencapaian tujuan memengggg pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pengendalian kebijal?, i bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah bersumber pemPangunan daerah bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan a Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Anggaran g&'elanja Daerah danr—Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; \é} ' ;
dan (bQ; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yan d. Tetap
diberikan oleh  Kepala  Bin\

Administrasi Pembangunan g
berkaitan dengan tugasnya ¢
A X4
& N
<
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Semula

Menjadi

(1) Bagian

(1

(2)

Pasal 75

Pengendalian  Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
mempunyai  tugas melaksanakan
penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah |
meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kabupaten
Lamandau dan Kabupaten Sukamara,
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah Il meliputi Kota
Palangka Raya, Kabupaten Katingan,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas
dan pengendalian administrasj
pelaksanaan pembangunan wilayah
meliputi Kabupaten Barito Sel
Kabupaten Barito Timur, Ka
Barito Utara dan KabupatepiNM

Raya. \S
oS

Pasal 75

(1) Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
mempunyai  tugas  melaksanakan
penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat
daerah/wilayah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan :,-’l;. gunan wilayah |

=il a'lia =ta - AOHD
----- ot - s

wagpvaw

Raya yang bersumber dari Anggaran

&
\Y4

Pendapatan dan Belanja Negara.
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Semula Menjadi
(1) (2)

(2) Dalam melaksanakan tugas | (2 Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Pengendalian  Administrasi Bagian  Pengendalian  Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
menyelenggarakan fungsi: menyelenggarakan fungsi:

a penyiapan bahan pengoordinasian a. penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di perumusan kebijakan daerah di
bidang pengendalian administrasi bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah pelaksanaan pembangunan wilayah
l, pengendalian administrasi i HH |
pelaksanaan pembangunan wilayah
Il, dan pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah
I,

b. penyiapan bahan pengoordinasian b. pen@ban bahan pengoordinasian
pelaksanaan  tugas Perangkat sanaan  tugas  Perangkat
Daerah di bidang pengendalian perangkat daerah/wilayah
administrasi pelaksanaan \é} di bidang pengendalian administrasi
pembangunan wilayah l, %Q; pelaksanaan pembangunan wilayah
pengendalian administrasj wilayah I—pengendahan—aelminwtpas&
pelaksanaan pembangunan wilayé I
I, dan pengendalian adminisfcasi :
pelaksanaan pembangunan @yah
1 (z}(\ ¥ yang bersumber pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

c. penyiapan bahan pe tavuan dan c. penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksg kebijakan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait p capaian tujuan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, & bak yang  tidak kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, an faktor  yang diinginkan, dan faktor  yang
memen i pencapaian tujuan memengaruhi  pencapaian tujuan
kebij di bidang pengendalian kebijakan di bidang pengendalian
admifigtrasi pelaksanaan administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah l, pembangunan wilayah IR
pengendalian administrasi pengendalian—— ———administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah pelaksanaan pembanguhan—wilayah
Il, dan pengendalian administrasi H—dan—pengendaliarn—adhistrast
pelaksanaan pembangunan wilayah pelaksanaan—pembangunan - wilayah
Ill; dan 4 yang bersumber pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara,
dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang d. Tetap.
diberikan oleh Kepala Biro
Administrasi Pembangunan yang
berkaitan dengan tugasnya /

A
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(2) Dalam

Semula Menjadi B
(1) (2)
Pasal 77 Pasal 77
(1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan | (1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan mempunyai tugas Pembangunan  mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapan bahan melaksanakan penyiapan bahan

pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang analisis capaian kinerja
pembangunan daerah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kebijakan pembangunan daerah.

melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordin
perumusan kebijakan daerah difiidang
analisis capaian kinerja pe

daerah, pelaporan ksanaan
pembangunan daerah n kebijakan
pembangunan dae@?f

b. penyiapan qﬁh pengoordinasian
pelaksanaa@as perangkat daerah
di bidan nalisis capaian Kkinerja
pembgqggan daerah, pelaporan
pelak8@raan pembangunan daerah,
dan kebijakan pembangunan daerah;

c. penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan,
diinginkan, dan faktor yang
memengaruhi  pencapaian  tujuan
kebijakan di bidang analisis capaian
kinerja pembangunan daerah,
pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah, dan kebijakan pembangunan
daeranh;

Pembangunan
fungsi:
a. penyiapan

b. penyiapan

dampak vyang tidak

pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat—Daerah perangkat

daerah/wilayah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang analisis—ecapaian—kinera

pembang A

mencakup
pengumpuian data, pengolahan data,
analisj ata, penyusunan laporan,
da’Ppdiiyajian data.

melaksanakan tugas

2)D
ﬁgaimana dimaksud pada ayat (1),
) agian Pelaporan Pelaksanaan

menyelenggarakan

bahan pengoordinasian
kebijakan daerah di
bidang analisis capaian kinerja
pembangunan daerah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah
dan pembangunan wilayah, dan
kebijakan pembangunan daerah,;

bahan pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah
daerah/wilayah di bidang analisis
capaian kinerja pembangunan daeranh,
pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah dan pembangunan wilayah,
dan kebijakan pembangunan daerah;

perumusan

C. penyiapan bahan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang
memengaruhi  pencapaian  tujuan
kebijakan di bidang analisis capaian
kinerja pembangunan daerah,
pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah dan pembangunan wilayah,
dan kebijakan pembangunan daerah;

£3
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Semula

Menjadi

)

(2)

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
dibantu oleh Kelompok  Jabatan
Fungsional.

d. Tetap.

(3) Tetap.

Demikian Berita Acara Penyusunan Perubahan Tugas Poko dein Fungsi Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantaer‘engah ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagai bahan selanjutnya dan dilaksagg}an sebagaimana mestinya.

N

‘,g\\ KEPALA BIRO,
{\ ~
O /
Q> v
{Q‘\Q Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
70 Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196908061989111002
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